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Suara“Analisa
gg:;amat Kebijakan Publik

Duduk Bersama

SEBAGAI
orang
yang selalu
memperha-
tikan kinerja |
pemerintah
‘daerah
agak sedih
dengan ;
penurunan opini yang
diterima oleh Pemerintah
Provinsi Kalbar. Sebelumnya
pada tahun lalu Pemerintah
Provinsi Kalbar menerima
opini WTP dari BPK. Akan
tetapi pada tahun ini predikat
tersebut turun ke opini WDP.
Pemerintah Provinsi dan
DPRD Provinsi harusbisa
duduk bersama untuk meraih

untuk meraih predikat WTP di
antaranya adalah dengan mem-
bahas tuntas APBD secara ber-
sama-sama.

. Predikat  WDP yang “di-
raih Pemerintah Provinsi Kal-
bar disebut karena pengalihan
anggaran yang dilakukan oleh
gubernur dan tidak melalui me-

sangat disayangkan, - karena
saya yakin Gubernur melaku-
kan pengalihan anggaran, pasti
untuk manfaat yang lebih besar.
Akan tetapi jika hal tersebut di-

undang-undang juga menjadx
kurang bermakna.

kukan tidak prosedural maka
dianggap sebagai sesuatu yang

Hal‘l ilaildaﬁﬁ

kanisme DPRD. Hal ini tentu

lakukan dan tidak sesuai dengan

Tindakan baik, jika dila-

gelarWTP Salah satu cara

- eBacaHalaman7

salah Komumkam Gubernur
dengan DPRD Provinsi juga ha-
rus diperbatki. Gubernur juga
jangan terlalu ngotot. Dalam
beberapa statemennya di media,
Gubernur menyakiti anggota:
dewan. Setiap anggaran, pem-

_bahasannya harus bersama-
- sama dengan DPRD Provinsi
-melalui badan anggaran.

Komunikasi DPRD Provinsi
dan Gubernur sangat diperlu-
kan. Komumkasg juga sebagai
‘media awal untuk meningkatkan

* kinerja. DPRD juga tidak bisa di-

nomorduakan, terutama dalam
hal penyusunan anggaran. Publik

‘menganggap Gubernurnya man-

tap, akan tetapi setelah dikroscek
melalui undang-undang ternyata
tidak mantap.

- BPK hanya melakukan pe-
nelusuran apa yang sudah di-

“tetapkan oleh’ Gubernur dan
 DPRD. Ketika ada yang ditemui

tidak klop, maka akan ditetap-
< kan sesuai aturan yang. ada.

Bang Midji juga jangan suuzan

kepada BPK, karena BPK be-

kerja sesuai aturan yang ada.
Gubernur jangan - terlalu

. berpikiran ' negatif terhadap

hasil penilaian yang telah di-
lakukan oleh BPK. Akan lebih
baik jika Pemerintah Provinsi
melakukan introspeksi agar ke
depannya bisa mendapatkan
WTP. Gubernur membutuhkan
orang pintar seperti akademisi
agar bisa menyambungkan ko-

‘munikasi antara Pemetintah

Provmm dan DPRD. (din/bls) -

Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan TU Kepala Perwakilan

BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat




